
 

 

ABSTRAK 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA 

KORUPSI DANA PENGADAAN MEBEL SD DAN SMP 

DI KABUPATEN PESISIR BARAT 

(Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) 

 

Oleh 

ROHADI SAPUTRA 

 

Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan  

penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Terjadi kasus korupsi dana 

pengadaan mebel SD dan SMP dengan kerugian keuangan Negara sebesar 

Rp.643.950.719,- (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh 

ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 

selama 1 tahun 6 bulan. Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa 

pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Majelis Hakim 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah dengan pertimbangan-

pertimbangan yang baik dan benar, khususnya tindak pidana korupsi. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi 

dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat dan apakah 

putusan hakim dalam menjatuhkan terhadap tindak pidana korupsi dana 

pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi 

keadilan substantif. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 

dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Analisis data menggunakan analisis kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus- 
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TPK/2020/PN.Tjk yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di 

Kabupaten Pesisir Barat dengan terdakwa H adalah Pasal 3 UU No. 20 Tahun 

2001, dimana unsur-unsur yang ada didalamnya telah terpenuhi. Dengan demikian 

terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang telah sesuai dalam menerapkan peraturan perundang-undangan 

dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 

 

Saran yang diberikan penulis adalah konsep pendekatan keadilan restoratif harus 

diterapkan secara menyeluruh karena dengan pendekatan keadilan restoratif lebih 

mengutamakan pemulihan dalam penyelesaiannya. Penegakan hukum tidak hanya 

mengutamakan pemberian hukuman yang memberikan efek jera semata tetapi 

sanksi yang bersifat pemulihan jauh lebih baik yaitu mengoptimalkan 

pengembalian kerugian Negara. Diterapkannya restorative justice tindak pidana 

korupsi membawa dampak positif bagi Negara. Negara menjadi tidak terbebani 

untuk mengeluarkan anggaran Negara untuk memproses dan memelihara pelaku 

tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana dengan memberi makan serta 

minum kepada pelaku tindak pidana korupsi. 
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	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
	1. Permasalahan
	Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor:...
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	1. Tujuan Penelitian
	Tujuan penelitian ini adalah :
	2. Kegunaan Penelitian
	Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :
	a. Kegunaan Teoritis
	Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kritik berupa saran dan ide terhadap pengembangan ilmu dibidang hukum, serta menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah dan bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
	b. Kegunaan Praktis
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
	1. Kerangka Teoritis
	Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Hal ini karena ad...
	a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim
	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktik. Salah satu cara unt...
	Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang...
	Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putus...
	Secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:
	1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
	2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
	3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.
	Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
	Menurut Soedarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuri...
	1. Pertimbangan Yuridis
	Pertimbangan Yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang s...
	1) Alat bukti yang sah dimaksud adalah:
	a. Keterangan Saksi;
	b. Keterangan Ahli ;
	c. Surat;
	d. Petunjuk;
	e. Keterangan Terdakwa.
	2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
	2. Pertimbangan Filosofis
	Pertimbangan Filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pe...
	3. Pertimbangan Sosiologis
	Pertimbangan Sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.
	b. Teori Keadilan
	Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal ya...
	Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil dan tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak berpihak kepada yang benar. Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang substant...
	2. Konseptual
	Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang menjadi kumpulan, menjadi arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, baik dalam penelitian empiris maupun normatif.
	Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut :
	E. Sistematika Penulisan
	Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
	Pendahuluan berisi mengenai penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.
	Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang membahas serta menjawab dari permasalahan mengenai penegakan hukum yang di kaji dari analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kor...
	V. PENUTUP

	II. TINJAUAN PUSTAKA
	A. Tindak Pidana Korupsi
	1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan. Diantaranya pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau Negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
	2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
	3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan Negara atau umum.
	4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
	5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korupsi dengan kapasitas rasional pelakunya.
	B. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
	1. Penuntutan berdasarkan hukum pidana umum
	Kerugian Negara bukan kekurangan perbendaharaan yang memenuhi unsur ketentuan hukum pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan pemalsuan. Kerugian Negara yang memenuhi unsur pidana umum sekali-kali t...
	2. Penuntutan berdasarkan hukum pidana khusus
	Kerugian Negara mengandung unsur tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggar...
	Pengembalian kerugian keuangan Negara telah diatur dengan 4 (empat) cara yang biasa digunakan, antara lain:
	1. Perampasan Barang Bergerak
	Perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang bergerak ini dilakukan apabila terpidana tidak mela...
	"Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, b...
	2. Pembayaran Uang Pengganti
	Undang-Undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia, penerapan uang pengganti pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pembayaran uang pengganti harus sama seperti jumlah uang yang dikorupsi. Terdapat kelemahan da...
	3. Pidana Denda
	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. Jenis pidana denda, berbeda dengan jenis pidana lainnya karena selain pidana denda juga ada pidana perampasan kemerdekaan dan ditujukan...
	Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan Negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:
	1. Pembebanan Tanggung-Renteng
	Tanggung-Renteng (Tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif ...
	2. Pembebanan Secara Proporsional
	C. Pelaku Tindak Pidana Korupsi
	D. Dasar Pertimbangan Hakim
	E. Putusan Hakim

	III. METODE PENELITIAN
	A. Pendekatan Masalah
	B. Sumber dan Jenis Data
	1. Sumber Data
	Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari 2 (dua) sumber, yaitu terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka.
	2. Jenis Data
	C. Penentuan Narasumber
	Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:
	1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang   : 1 Orang
	2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung   : 1 Orang
	3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung  : 1 Orang+
	Jumlah        : 3 Orang
	D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
	1. Prosedur Pengumpulan Data
	Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
	a. Studi Kepustakaan
	Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi l...
	E. Analisis Data

	IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat
	Perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk dijelaskan sebagai berikut:
	1. Posisi Kasus
	Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat melakukan kegiatan pengadaan mebel SD dan SMP, H selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan wewenang menandatangani kontr...
	Setelah penentuan pemenang lelang H tidak mau menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan tidak mau menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) dengan alasan adanya surat perintah dari Bupati Pesisir Barat untuk menghentikan sementara...
	Setelah permintaannya sejumlah uang tersebut dipenuhi, selanjutnya H mau menandatangani kontrak dan menerbitkan SPPBJ pekerjaan pengadaan mebel SD dan SMP. Perbuatan H tersebut mengakibatkan program pemerintah untuk menyediakan mebel yang berkualitas ...
	Berdasarkan isi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk Tahun 2020, H telah menyalahgunaan kewenangan selaku PPK, yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SPPBJ, menandatangani Surat Perintah Kerja, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa...
	Selanjutnya PA menyatakan pelelangan tersebut gagal, namun terdakwa telah menggunakan kewenangannya sebagai PPK dan PA untuk tujuan lain yaitu dengan tujuan menguntungkan diri pribadi sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan terhadap per...
	2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
	Berdasarkan kasus posisi diatas, dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan Subsidaritas yang terdiri dari Primair dan Subsidair, yaitu:
	PRIMAIR:
	Bahwa ia terdakwa H selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara PPKD, Pengelola...
	"Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,  secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  Negara atau perekonomian Negara."
	Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
	SUBSIDAIR:
	Bahwa ia terdakwa H selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara PPKD, Pengelola... (1)
	"Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,  dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana  yang ada padanya karena jabatan atau kedud...
	Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
	Efiyanto menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan pada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses...
	Eka Aftarini menyatakan bahwa sebelum sebuah perkara Tindak Pidana Korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, maka terlebih dahulu akan dilakukan tahap penyelidikan, tahap...
	Nikmah Rosidah juga mengatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak memandang kedudukan atau jabatan tetapi kebanyakan dilakukan oleh para pejabat tinggi. Hal ini disebabkan karena luasnya hubungan antara satu orang dengan orang yang lain atau kelompok y...
	Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP yang menentukan "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentua...
	Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan:
	"Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta  dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau  mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang  sedang ditangani".
	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis, dijelaskan sebagai berikut :
	1. Pertimbangan Yuridis
	Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :
	a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
	b. Keterangan saksi;
	c. Keterangan terdakwa;
	d. Barang-barang bukti;
	e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana.
	Ad.a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
	Tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP yang merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang tercantum dalam dakwaan sub...
	Ad.b. Keterangan Saksi
	Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dan ia alami sendiri, dan harus disampaikan dalam...
	Ad.c. Keterangan Terdakwa
	Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengak...
	Ad.d. Barang-Barang Bukti
	Pengertian barang-barang bukti tang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang meliputi :
	a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
	b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
	c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
	d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
	e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
	Ad.e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana
	Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam ...
	2. Pertimbangan Non Yuridis
	Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan terdakwa korupsi, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non yuridis oleh ...
	Menurut analisis penulis, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yakni dasa...
	a. Dasar pertimbangan yuridis
	Berdasarkan alat-alat bukti yang ada, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi 3 unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:
	1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
	2. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
	3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
	b. Dasar pertimbangan non yuridis
	Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam pene...
	Berdasarkan kasus ini, terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk yang menyatakan bahwa terdakwa menyadari uang yang digunakan adalah dana pengadaan mebel untuk SD ...
	Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
	a. Hal-hal yang memberatkan
	KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:
	1. Jabatan
	Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:
	"bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapa...
	2. Pengulangan (Recidive)
	Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam "Aturan Umum" Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. D...
	3. Penggabungan (Concursus)
	Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloop. Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. Satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan/pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi huku...
	b. Hal-hal yang meringankan
	Menurut KUHP alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:
	1) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3).
	2) Membantu atau medeplichgqheid (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)).
	3) Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).
	B. Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Keadilan Substantif
	Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:
	Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terdakwa adalah selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pengadaan mebel SD dan SMP Tahun Anggaran 2016, dimana salah satu tugas dan wewenang terdakwa ...
	Menimbang : Bahwa perbuatan terdakwa tidak mau menandatangani kontrak  dan menerbitkan SPPBJ karena adanya kewenangan yang  melekat pada  jabatan terdakwa, namun terdakwa telah  menggunakan kewenangan tersebut dengan tujuan lain yaitu untuk tujuan men...
	Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk  Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan  mempertimbangkan dakwaan Primair.
	Menimbang : Bahwa terdakwa menyadari uang yang digunakan adalah dana  untuk pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat  yang merupakan program pemerintah. Dengan tidak terpenuhinya  program tersebut sangat menghambat menyediakan mebel yang ...
	Menimbang : Bahwa akibat perbuatan terdakwa, keuangan Negara telah  dirugikan sejumlah Rp. 643.950.719,- yang dihitung berdasarkan  pengurangan jumlah keseluruhan dana yang dibayarkan/masuk  (setelah dikurangi pajak) ke rekening CV. Diktra Utama Raya ...
	Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik  sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
	Menimbang  :  Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka  Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang  memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu:
	1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
	-   Perbuatan terdakwa dilakukannya pada saat pemerintah sedang  gencar-gencarnya melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korup...
	2. Keadaan-keadaan yang meringankan:
	- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
	- Bahwa terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.
	- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
	- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
	Mengingat bahwa yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi terhadap dana pengadaan mebel SD dan SMP adalah H selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hakim telah tepat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korups...
	Unsur kedua "secara melawan hukum" bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa, bukti-bukti surat dan barang bukti ternyata H selaku Pengguna Anggar...
	Ternyata sebelumnya saksi EM telah melakukan pesanan mebel dan saat itu telah dalam proses produksi, sehingga untuk mencegah kerugian yang lebih besar, selanjutnya saudara AY berinisiatif menemui saksi E yaitu keponakan terdakwa, dengan tujuan meminta...
	Kemudian selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian dari unsur dakwaan subsidair "Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana...
	Sebelumnya saksi EM sudah memesan barang mebel untuk SD dan SMP sedangkan kontrak belum ditandatangani, maka saksi EM bersama AY menemui keponakan terdakwa yaitu saksi E dan menyatakan jika ingin kontrak ditandatangani dan SPPBJ diterbitkan, maka saks...
	Kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian dari unsur dakwaan subsidair "Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya...
	H selaku Pengguna Anggaran tetap memilih menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) seluruh tahapan pencairan untuk pekerjaan mebel SD dan SMP, padahal diketahui oleh terdakwa selaku PPK dan selaku Pengguna Anggaran bahwa proses pelelangan pekerjaan...
	Kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian dari unsur dakwaan subsidair "Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya... (1)
	Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap diri terdakwa telah tepat karena jelas sekali bahwa terdakwa menyadari uang yang digunakan adalah dana untuk pengadaa...
	Menimbang bahwa rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
	1. Setiap orang.
	2. Secara melawan hukum.
	3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
	4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
	5. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
	Ad.1. Mengenai unsur "setiap orang".
	Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama H, dimana terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab secara tegas dan runtut setiap per...
	Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.
	Ad.2. Mengenai unsur "secara melawan hukum"
	Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa, bukti-bukti surat dan barang bukti,  H selaku PA sekaligus selaku PPK mempuny...
	Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum tidak meliputi dalam diri terdakwa, dengan demikian unsur "secara melawan hukum" belum terpenuhi.
	Ad.3. Mengenai unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".
	Menimbang, bahwa dalam kasus ini H selaku PPK tidak mau menandatangani kontrak serta tidak mau menerbitkan SPPBJ dengan alasan adanya peraturan Bupati Pesisir Barat untuk menghentikan proses pelelangan barang/jasa di Kabupaten Pesisir Barat. Namun, te...
	Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi.
	Ad.4. Mengenai unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".
	Menimbang, bahwa dalam kasus ini perbuatan H dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan selaku PPK, yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SPPBJ, menandatangani Surat Perintah Kerja, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa dan me...
	Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
	Ad.5. Unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri".
	Menimbang, bahwa dalam kasus ini perbuatan H telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp.643.950.719,- (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), ...
	Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.
	Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurun...
	Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad k...
	Menurut penulis, apabila dikaitkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh H, maka Majelis Hakim telah tepat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut yaitu perbuatan terdakwa yang sudah merugikan progr...
	Hakim bukanlah mulut Undang-Undang atau mulut hukum positif pada umumnya, melainkan hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan ...
	Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiba...
	Keadilan menyangkut hubungan horizontal antara warga satu dengan warga yang lain. Dengan demikian peranan keadilan dan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaidah hukum apabila diharapkan kaidah hukum yang diciptakan it...
	Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara for...
	Efiyanto menanggapi tentang putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sudah sesuai atau belum dengan keadilan substantif terdapat 6 (enam) hal yaitu:
	1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
	2. Sikap terdakwa dipersidangan;
	3. Belum pernah dihukum;
	4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
	5. Belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
	6. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara.
	Efiyanto juga menambahkan bahwa hakim mempunyai pertimbangan dalam memberikan putusan berdasarkan keyakinan hakim, maka dalam menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun terhadap terdakwa yaitu cukup adil.
	Eka Aftarini menyatakan bahwa dalam hal menjalankan tugasnya untuk menuntut terdakwa yang mengembalikan kerugian keuangan Negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, jelas hal tersebut menjadi hal yang meringankan Jaksa dalam membu...
	Menurut penulis, keadilan adalah suatu putusan yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal ini, seseorang tidak merasa dirugikan serta mendapat perlakuan yang sesuai de...
	Keadilan dalam terminologi hukum diterjemahkan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar. Sementara John Rawls mengemukakan dalam A Theory of Justice, keadilan adalah fairness, yaitu kondisi ...
	Isi dari keadilan subtantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin sebagai berikut: keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, ...
	Keharusan mencari keadilan substansial ini selain dibenarkan UUD 1945 juga dimuat dalam berbagai Undang-Undang yang terkait langsung dengan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 45 Ayat (1) berbunyi, "Ma...
	Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepas...
	Hakim sebelum menjatuhkan pidana atau vonis terhadap terdakwa harus mempertimbangkan dahulu hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ...
	"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib  memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".
	Hakim sebagai penegak keadilan dan hukum, harus profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi serta kemandirian dalam memeriksa dan  memutus perkara, karena dengan hal itulah diharapkan tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam menegakkan k...
	Menurut Efiyanto, penentuan putusan oleh Majelis Hakim harusnya mempertimbangkan aspek Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis. Aspek Yuridis yakni pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil, sehingg...
	1. Aspek Yuridis: jika dikaitkan dengan kasus ini, diharapkan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku serta tepat atau tidaknya pasal yang digunakan dalam menjatuhkan suatu putusan.
	2. Aspek Sosiologis: selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan.
	3. Aspek Filosofis: ada nilai-nilai yang dipertimbangkan hakim mengenai berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan serta adil atau tidaknya suatu putusan tersebut.
	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselen...
	1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, kekuasaan yang merdeka ini mengandung arti bahwa siapapun atau lembaga apapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hal ini dipertegas dalam Pasal 3 Ayat (2) Un...
	2. Kekuasaan yang merdeka ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, Perundang-undangan tersebut telah meletakkan hukum dan keadilan dalam posisi yang setara atau seimbang, artinya kekuasaan kehakiman harus mampu menegakkan hukum dan menjunjung n...
	Tugas terpenting seorang hakim yaitu menjatuhkan putusan terhadap kasus yang diterima dan diperiksanya. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan ju...
	Menurut analisis penulis, dikaitkan dengan kasus H yang dikenakan pidana penjara 1 (satu) tahun berkaitan dengan keadilan substantif, dimana keadilan substantif merupakan pandangan hakim dengan mempertimbangkan hal yang terjadi selama proses persidang...
	Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan:
	"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila  dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh  keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa  terdakwalah yang bersalah melakukannya."
	Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang didakwakan. Undang-Undang memberikan kebebasan k...
	Dalam berbagai penanganan kasus tindak pidana korupsi, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik, karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu...
	Setiap Hakim dalam memberikan putusan bagi pelaku kasus tindak pidana korupsi atau kasus-kasus yang lainnya, berpedoman kepada alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: ket...

	V. PENUTUP
	A. Simpulan
	Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:
	1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana pengadaan mebel SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Barat. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat dalam Putus...
	Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yakni dasar pertimbangan yuridis dan...
	a. Dasar pertimbangan yuridis
	Berdasarkan alat-alat bukti yang ada perbuatan terdakwa terbukti memenuhi 3 unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyala...
	b. Dasar pertimbangan non yuridis
	Berdasarkan kasus ini, terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk yang menyatakan bahwa terdakwa menyadari uang yang digunakan adalah dana pengadaan mebel untuk SD ...
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